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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONISIA

NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERTKAT BURUH

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIHA [ESA

HE

d.

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA,

bahwa  kemerdekaan herserikal, berkumpul, mengefuarkan
pikiran baik secara Jisan maupun secara whisan,  memperolel
pekerjaan dan penghidupan yanp layak bagi kemanusiaan,
Sserta mempunyai o kedudukan yang  sama  dadam hukum
merupakan hak setiap wargpa negara;

bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat,
pekerja/buruh  berhak  membentul dan mengembangkan
serikad pekerjafserikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung, jawal:

bahwa serikat pekerja/serikal burul merupakan sarana untuk
memperjuangkan, melindungi, dan membely kepentingan dan
kescjahteraan pekerjafburuh  beserta keluarganya, serta
mewujudkan hubungan industrial yang - harmonis, dinamis,

dan berkeadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana (ersebur padla
huraf a, b, dan ¢ perju ditetapkan Undang-undang, tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayal (2), Pasal 27, dan Pasal 28
Undang-Undang  Dasar 1945 sehagaimana  elah diubal

dengan Perubahan Pertama Tahun 1999,

2. Undang-undang .
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‘ 2. Undang-undang Nomor 1§ Tahun 1956 tentang Perseuryuan
: Konvensi Organisast Perburaban Internasiona Nomor 98
w

mengenai Berlakunya  Dasar-Dasar daripada Tlak  untuk
Berorganisasi dan uniuk U(:l'tlllldillg Bersima (Lemburan
Ncg:ll;:q Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembavan Nepara
Nomor 10503;

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Llak Asusi
.l Manusia  (Lembaran Negara ‘Tuhun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1880)

Dengan Persetajuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONIESIA

MEMUTUSKAN
) Menetapkan - UNDANG-UNDANG  TENTANG SERIKAT PEKERIA/
SERIKAT BURULL

BAB |
KETENTUAN UNUM

Pasal |

Dalam Undang-undang inj yang dimaksud dengan

d L. Serikat pekerja/serikal  buruh adalah  organisasi yang
dibentuk dari, oich, dan untuk pekerja/burah baik i
perusahaan maupun di luar perusabaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demolkratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela  seria mclindungi hak  dan
kepentingan pekerja/buruh serfa meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.

2. 8cerikat
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Serikat pekerjafserikat buruh i perasahaan adalaly serikat
pekerja/serikat buruh yang dudivikan olel parg pekerju/
buruh di satu perusahaan atau beberapa perusahaan,
Serikat pekerja/serikal buryly divlaar perusahaan adalal)
serikat pekerja/serikal burah yang - didirikan oleh parg
pekeria/buryh yang tidak bekerfa di perusahaan,

Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalan gabungan
serikat pekerjasserikat buraly,

Konfederasi * serikat pekerja/serikat bural addalah
gabungan federasi serika pekerjasserikac buruh
Pekerja/burah adatan setiap orang yang bekerja dengan

mencrima upah ataw imbalan dalem bentuk Jain,

Pengusaha adalal

& orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suaty perusahaan milik sendiri:

b. orang perseorangan, persckutuan, atn badan hukum
yang secara berdiri sendi menjalankan perusahang
bukan miliknya;

€. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang bcraﬂn di Indonesia  mewaki; perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huaruf o dan p yang

berkedudukan di lugy wilayah Indonesia.

Perusahaan adalal setiap bentuk usaha yang berbadan

“hukum  atay tdak,  milik OIang - perscorangan,

persekutuan, atau  badan hukum,  baik  milik SWast
maupun milik negara yang-mempekerjakan pekecia/buruk

dengan memberj upah atau imbalan dalam bentuk lain,

9. Peielisihan
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9. Perselisiban antar serikin pekerjaZantiar serikad buvah,
federasi dan konlederasi serikal pckcr_ju/ﬁuiku[ buruh
adalah persclisiban antara serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederas: serikal pekerja/serikat buruh,
dan serikat  pekerjasserikat buraly, federasi dan
konfederasi serikal pekerja/serihal burah kin, keren
tidak adanya pc‘rscsuni:m pabam mengenai Keanggotaan
serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjnan,

10. Menteri adalah  menteri yang  bertanggung  jawab i

bidang ketenagakerjaan,

BAB II
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Serikat pekerja/serikat burah, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buraiy menerin Pancasila schaga
dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 schagai

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Serikat pekerja/serikat burah, federasi dan konfed ras;
serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak
bertentangan dengan  Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Pasal 3
Serikat pekerja/serikat burah, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikal  burnh mempunyai - sifat - bebas,  gerbuka,
mandijri, démokra[is,' dan bertanggung jawab.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

SCH“kEI( pekerjasserikat burah, federasi dun Konlfederay;

serikat  pekerja/serikal burah. bertujuan  memberikiy

perlindungan,  pembelaan hak e kepentingan,  sera

meningkatkan | kescejuhteraan yang layak hagi

pekerja/buruh dan keluarganya.

Untuk mencapai tjuan sebagaimana dimaksuc dalam ayat

(1) serikal pekerja/serika buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat burul mempunyai fungsi -

4. sebagai pihak  dalam pembuatan  perjanjian kerja
bersama dan penyelesaian persclisihan industrial;

b, sebagai wakil pekerja/burult dajam lembaga kerja
sama di bidang ketenagakerjaan  sesuai dengan

[ingkalzmnyzl;

O

sebagai sarana menciplakan hubungay industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesua; dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

d.  sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memper-

Juangkan hak dan kepentingan anggotanya;

&

schagai perencana, pelaksana, dan penangpung jawab
pemogokan pekerja/buruh sesua; dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

[ sebagai wakil pekerfa/burah dalam memperjuangkan

kepemilikan saham dj perusahaan.

BAB 1T ..,
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BAB 111
PEMBENTURKAN
Pasal 5
(1) Sctiap pekerja/burah berhalk menmbentuk  dag menjadi
anggota serikal pekerja/serikig huruh,
(2) Scrikac pekerja/serika buruh dibentuk otel sekuring-

Kurangnya 10 (seputuly) orang pekerjasburug.

Pasal ¢
(1) Serikat pekerja/serikat huruh berhak  membeniog dan
menjadi anggota federasi seriky pekerjasserikat buruj,.
(2) Federasi serikat pekerjasserikac burgi dibentuk oleh
sckurmlg-kurnngny:z S (lima)  serikag pekerja/serikat

buruh.

Pasal 7
(1) Federasj serikat pekerja/serikag buruh berhak membentuk
dan menjadi anggota konfederasi serikay pekerji/serikat
burub,
(2) Konfederasi serikat pekerja/serike buruh  dibengyk oleh
Sckurang—kur:mgnya 3 (Uga) Tfederas scrkat pekerja/

. scrikat buruh.

Pasal §
Penjenjangan organisasi - serika pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikag pekerjalserikat bupyl diatur

dalam anggaran dysar dan/atau anggaran rumah Lingeanya,

Jasal 9 .

oy

TIPSR e ey
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Pasal 9
Scrikat pekerja/serikay buruh, federasi dan konfederas) serikat
pekerjafserikat - bural dibenik atas  kehendak  hebay
pekerja/buruh Linpa tekanan campur tangan pengusalig

bemerintah, partai politik, da prhak manapun.

Pasal 1
Serikat pekerja/serikat buruly, federasi dan kontederasi serikag
pekerjalserikat buruh dapal  dibentuk berdasirkan sekior
usaha,  jenis pekerjaan,  atau bentuk lain sesuad denpan

kehendak pekerjia/burah.

Pasal 11
(1) Sctiap  serikat pekerja/serikat buruly,  federagj dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh hars mcmi'liki
anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar sehagaimana dimaksud dalam ayat ()
sekurang-kurangnya harug memuat ;
dnamadan lambang;
b. dasar negara, asas, dan wjuan;
C. tanggal pendirian:
d.tempat kedudukan:
¢. keanggotaan dan kepenpurusan:
. sumber dan pertanggungjawahan Keuangan; dan
g ketenwan  perubahan anggaran  dasir  dan/atay

anggaran rumah angga.

BAB 1V ...
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I\'EANGGO'I‘/\/\N
Pasal 12
Scrikat pckcr_j:l/sérilml buruh, federasi dan konfederasi serikag
pekerja/serikal buruh hargs terbuka untak menering anggota
tinpa membedakan aliran politik, qgna, suka bangsa, dan

lenis kelamin,

Pasal 13
Keanggotaan  serikat pekerja/serikat buyru) federasi  dan
konfederasi  serikat pekerjalserikat hurun dratur - dajam

anggaran dasar dan anggaran rumal tangpanya.

Pasal 14
(1} Scorang pekerja/buruh tidai: boleh menjadi anpgola lebih
dari saw  serikat pekerja/serikat burg) i saty

perusahaan,

(2) Dalam ha! Seorang pekerja/buruly dajam salu perusahaan
lernyata lercatat pada lebih dari saw serikat pekerjaf
serikal buruh, yang  bersangkutan harys nenyatakan
SeCara lerwlis satu serikag pekerjasserikat buryl yang

' dipilihnya.

asal 15
Pekerja/buruh yang menduduk;j Jabatan terienty i dalam say
perusahaan  dap Jabatan i mentmbulkan perientangan
kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/burah, tidak
boleh menjadi pengurus serikal pekerja/serikat burul i
Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16 ..
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Pasal 16
(1) Sctiap serikat pekerja/serikar buruh hanya dapa menjadi
anggota dari satu federasi serikar pekerja/serikat burunh
(2) Sctiap federasi scrikag pcl\'cr_ju’/.wril\':ll Buruh hany: dapat
menjadi anggota dari saqy Konfederasi serikag pekerja/

serikat buruly.

Pasal 17

(1) Pekerja/buruh dapat  berhent sebagat angpota scrikat
pcken:jlzl/scrikzl{ buruh dengan pernyathan teraelis

(2) Pekerja/buruh dhpzll diberhentikan dar; Serikat pekerja/
serikal buruh sesuaj dengan ketentuan dngearan dasar
dan/atau anggaran rumah tangea serikat pekerja/serikay
buruh yang bersangkutan.

(3) Pekerjasburun, bajk sehagai pengurus maupun sehagai
anggota serikat pekerjalserikat bhural yang berhenti atay
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) tetap bcrtanggung Jawab atas kcwa.jibnn,yzmg
belum dipenubinya terhadap  serika pekerjasserika

buruh,

BADB Vv
PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN
Pasal 18
(1) Serikat pckc:;jn/s.eriknl burul, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruly yang (eian terbentuk mem-
beritahukan secara lertlis kepada ingtang; pemerintalh
yang  bertanggung Jawab bidang ketenagakerjaan
setempat uniuk dicatat,

(2) Pemberitahuan

e,
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(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud  dudam ayal (1)
dengan ditampiri
a. dafltar nama angpola pembentuk:
b anggaran dasar dan anggaran rumah angga;

€. susunan dan nama pengurus.

Pasal 19
Nama dan lambang serikat pekerjaZserikal buruh, (ederas dan
i(onfcderasi serikat pekerja/serikat  buruh yang  akan
diberitahukan tidak bolel sama dengan nama dag lambang
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buguh yang (clah tercatat terlebil dahulu.

Yasal 20
(1) Instansj pemerintah, sehagaimana dimaksud dadam Pasyl
I8 ayat (1), wajib mencaiat dan memberikan nomor bukti
pencalatan terhadap  serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang lelah memenuhi ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasa] 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7
ayat (2), Pasal 11, Pasal I8 ayat (2), dan Pasal 19,
scizlmbzlt-];unhnﬁnya 21 (dua  puluh salu)  hari kerja

terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

(2) Instansi pemcrintah sebagaimana dimaksud dalam  Pusal
18 ayat (1) dapat menangpubkan  pencatatan  dan
pemberian nomor bukii pencatatan dalam hal  serikar

pekerja/serikat huruh, federasi dan konfederasi serikay

pekerja
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pekerja/serikdt  burah  belum memenuh ketentun
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2, Pasal 5 ayal (2),
Pasal 6 ayal (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasai 18 ayil
(2), dan Pasal 19, |

(3) Penangguhan sehagaimana dimaksud dalam ayal (2), dan
alasan-alasannya  diberitahukan secarn(ertulis kepada
serikat pckcr_i:i/scrilmi buruh, federasi dan kontederas
serikat pekerja/serikat burul yang bersangkutan sclambat-
lambatnya |4 (empat belas) har kerja terhitng scjak

tanggal diterima pemberitahunn.

Pasal 21
Datam hal perubahan anggaran  dasar duh/ul:m Anggiran
rumah tangga, penguras - serikat - pekerja/serika burnls,
federasi dan  konfederasi serikat - pekerja/serikat buruh
memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling fama 30 (liga puluh)
hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/

alau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 22
(1) Instansi pemerintah sehagatmana dimaksud daliun Pasal
[8 ayat (1), harus mencata scrikat pekerja/scrikat buruh,
federasi dan konfederasi serikar pekerjafserikat buruh
yang lelah memenuhi ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7
ayat (2), Pasal |1, Pasal I8 ayal (2), dan Pasal 19 dalam

buku pencatatan dan memeltharanya dengan baik.

(2) Buku ...
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(2} Buku pencataian sehagaimana dimaksud dadamy aya (1),

harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka winul tmum.

Pasal 23
Pengurus  serikat pekerja/serikat buruh, lederasi  dan
konfederasi  serikag pekerpdserikar burah ying o telah
mempunyai nomor hukt; pencatatan harus meomberiahakan
secara lertuljs keberadaznnya kepada mitra kerjanya sesuaj

dengan tingkatannya .

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara peacatatan diatur lebily lanjut

dengan keputusan menteri.

BADB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pﬂjsnl 25
(1) Serikat pekerja/serikat buruly, federas; dan konfederas
serikat  pekerja/serikal buruh  yang (elah mempunyai
n(mmr‘bukli pencatatan berhak -
4. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakilj pekerja/buruh dalan menyelesaikan perscli-
sihan industrial:
C. mewakili pekerjaburuh dajam lembaga  ketenaga-

Kerjaan;

d. membenwlk
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d. membentuk lembaga wau melakukan kepiatan yang
berkaitan dengan  usaha peningRatan kescjahteraan
pekerja/buruh;

melakukan kegiatin lninnya di bidiang Ketenagakerjaan

]

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang herlaku.

(2) Pelaksanaan hak-hak sebhagaimana dimaksud dulam ay:

(1) dilakukan sesuai denpan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 26
Scrikat pekerja/serikat buruh, federasi iy konfederasi serikal
pekerja/serikat buruh dapat beraliliasi dan/atau bekerja sama
dengan serikal pekerja/serikat buruh internasional dan/atau
organisasi inlernasional lainnya dengan ketentuan  (idak
berlentangan dcng,an peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

*asal 27

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

nekerja/serikat burul yang telah mempunyai nomor  buki

pencatatan berkewajiban

a.  melindungi dan membela anggota darr pelangparan hak-
hak dan memperjuangkan kepentingannya;

b.  memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggola dan
kcluarganya;

€. mempertanggungjawabean  Kegiatan organisasi - kepada
anggolanya scsﬁui dengan anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga.

BAB VI ...

——
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BADB VIi
PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

’asal 28
Sipapun nlil;n';mgnu.:n;_;lml;lng-lml;mgi Alatmemaksic pekerga/
buruh untuk membenk  atau tdak  membentink, menjad
penpurus atau tidak menjadi penpurus, menjadi angpota G
tdak  menjadi anggota dansagiu menjalankan at Gdak
n'm-n_jzllank;m kegiatan serikat pekerjasserikat burul dengan
cara : _
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikag

Sementara, menurankan jabatan, iy melakukan mutasi:

b. udak membayar aau mengurangi upah pekerja/buroh:
¢ melakukan intimidasi dalim bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/

serikat buruh.

Pasal 29

(1) Pengusaha harus member kesempatan kepada penguris
danfatau anggola scrikat pekerja/serikat buruh unuk
menjalankan kegiatan scrikat pekerja/serikal buru dalam

Jam  kerja  yang disepakati  oleh  kedua  belal pihak
dan/atau yang diatur dalnn perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian

kerja bersama Seb:lguimnnu dimaksud  dalam ayat (1)

harus diatur mengenai

. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;

D, tata cara pemberian kescmpatan: )

. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang
tidak mcnclei;pzil upah.

BAB VIII ...
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BAB VII]
KEUANGAN DAN LIARTA KEKAYAAN

PPasal 30

Keuangan  serikal pekerjadserikat buruh,  federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat burah bersumber dugi -

Ca. duran Anggota yang besarnya ditctapkan dalam drpearan

dasar atau anggaran ramah tangga:
b hasit usaha yang sah: dan

C. bantuan anpgota atay pihak Tain yang tidak mengikat,

Pasal 31

(1} Dalam hal bantuan Pihak dain, sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 hural ¢, berasal dari luar negeri,
pengurus - serikat  pekerja/serikat bural, federasi dan
konfederasi  serikat pekerja/serikal buruh havus
memberitahukan  sccara  (ertuls kepadainstansi - yang
bertanggung jawab dj bidang ketenagakerjaan  sesuai
dengan peraturan perondang-undangan yang berlaku.

(2) Bantuan sehagaimana dimaksud datam ayat (1) digunakan

untuk meningkatkan kualitas dan kesejalteraan anggota,

Pasal 32
Keuangan dan harta kekayaian serikal pekerjalserikal burah,
federasi dan konfederasi serikad pekerja/serikat buruh hars
lerpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengirus

dan anggotanya.

Pasal 33 ...
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Pasal 33
Pemindahan atay pengalthan keuangan dan haria kekayaan
kepada pihak Tain serta investas; d.'kﬁ;n dausiaiia i yang, suh
hanya  dapat dilakukan  menurug anggaran dasar danfatag
anggaran  rumah  tangpa serikat - pekerja/serikag buruh,
federasi dan konfederasi serikal pekerj/serikat boral) yang

Lersangkulan,

Pasal 34
(1) Pengurus bertanggung jawab  dalum pengeunaan dan
pengelolaan Reuangan  dan i Kekayaan  serikat
pekerja/serikat burub, federasi dan konfederasi serika
pekerjalserikat bural, |
(2) Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan hare
kekayaan  scrta melaporkan  secarn berkaly kepada
anggolanya menurut anggaran dasar dan/atay anggaran
rumah tangga scrikat pekerjasserikac burvh, federas dan
konfederasi  serikal pekerjasserikal — bural yang

bersangkutan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

Pasal 35
Setiap persclisihan antarserikal pekerja/serikat burul, federas]
dan konfederasi scrikat pekerja/serikat buruh diselesaikan
secara - musyawarall  oleh  serikay pekerjasserikayg hurui,
lederasi dan konfederasi serikal pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan,

Pasal 3¢ ...



it

ST,

e

M e
i

D

35 tidak mencapai kesepakatan,

alam hal imusyawarah sehagaimana |

PSR PR
PEDUBLIS MO ) A

- 17 . v

Pasal 36
imaksud dalam Pasal

perselisthan antarserikat

pekerja/serikal  buruh, federasi dan Konfedersi serikat

pekerja/serikat buruh disclesaikan

sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Serikat pekerja/serikat buruh,

BAB X
PEMBUBARAN

IPasal 37

federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh bubay dalam hat

.

b.

(h

dinyatakan oleh Anggolanya menurut anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga,

perusahaan tutup atay menghentikan kegiatannya untuk
selama-famanya yang mengakibatkan putusnya hubungan
kerja bagi scluruh pekerja/burul di perusahaun sctelah
seluruh kewajiban pengusaha  terhadap pekerja/buruly
disclesaikan menuru peraturan perundang-undangan yang
l)crIaku;‘

dinyatakan dengan putusan Pengadilan,

Pasal 38
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurul ¢
dapat  membubarkan  serikay pekerja/serikat burah,
federasi dan kgnlederasi serikat pekerja/serikat burul
dadam hal -

a€ooserikag
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4. serikal pekerja/serikat buruh, federasi- dan konfede-
rasi serika pekerja/serikat buruh mempunyar asas
yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945:

bo o pengurus danZatay ANEROE aas nama serikag
pekerjasserikal burih,  Jederis dan konlederasi
serikat pekerjafserikat Il lerbukti - metakukan
kejahatan l-Crh;lc!;ip keamanan negara da dijatuhi

pidana penjara sckln‘;lllg-km'ungnya S (tima) hun

yang tclnh'mcmpunyni kekuntan hukuim tetip.

(2) Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelak
tindak pidana sehagaiman dimaksud dalam ayu (1) huruf
b, lama hukundannya  tidak sama, nraka Scbugui dasar
gugatan - pembubaran  serikay pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederas) serikat pekerja/serikat buryl
digunakan putusan yangtmemenohi syavac

(3) Gug.alun pembubaran  serikat pekerjalserikat - buruh,
federasi dan konfederasi serikal pekerja/serikat burah
sehagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diajukan oleh _inslans_i pemerintah - kepada pengadilan
tempat  serikal pekerja/serikat buruh, federasi dan
| konfederasi — serikal pekerja/serikat burah yang

bersangkutan berkedudukan.

Pusal 39
(1) Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi  serikat pekecja/serikal  buruh (idak
melepaskan  para pengurus dari tanggung  jawab  dan

kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap

prhak lain.

(2) Peogurus |
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(2) Pengurus dandataw anggota serikal pekerja/serikat burah,
federasi dan konfederasi serika pekerja/serikat burah
yang terbukti bersalah menuru kKeputusian pengadilan
yang menychabkan serikat pekerja/serikal burah, federas
dan konfederasi serikat pcl\‘cr_ju/hc_rilx‘;ll burady dibubarkan,
tdak bolch membentk i mengadio penvurus serikat
pekerja/serikac burah, federasi dan konfederass serikat
pekerja/serikat burah lain sclama 3 (Lgay tahun sejak
putusan pcng:ulilzm mengenai pembubaran serik peker-
Jadserikat buruhy, federasi dan konfederasi serikat pekerja/

serikat buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 40
Untuk menjumin hak pekerja/burul berorganisast dan hak
serikat - pekerja/serikat burul  melaksanakan kegiatannya,
pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  yang

herlaku,

Pasal 41
Sclain penyidik pc_juliat Polisi Negara Republik Indonesia,
juga kepada pejabat pegawal  ncgeri sipil  tertenty i

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas  dan

(nggung jawabnya .
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anggung jawabnya di hidang Ketenagakerjaan diberi wewe-
nang  khusus scbagai penyidik  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku untuk melakukan

penyidikan tindak pidana.

BAB XII
SANKSI

Pasal 42
(1) Pelanggaran terhadap Pasal dyat (2), Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Masal 3] dapat dikenakan
sanksi administratif pencabutan nomor bukd] pencatatan
serikat pekerja/serikat buruh. federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Serikat pekerja/serikal buruh, federasi dan konfederasi
scrikat pekerja/serikat burah yang dicabut nomor buklj
pencatatannya kechilangan haknya sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) hurula, b, dan ¢ sanpai dengan
waktu - serikat  pekerja/serikat burah,  federasi— dan
konfederasi — serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan telah memenuh; ketentuan Pasal 5 ayac (2),

Pasal 6-21}’8( (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atay Pasaf 31,

Pasal 43
(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud  dalan Pasal 28,
dikenakan  sanksi pidana penjara paling singka | (satu)

tahun  dan paling  lama = dima) tahun dan/atau denda

paling



PRESIOEM
RLFUBLIK INDONESIA

- 21 -

paling sedikit Rp 100.000.000,00  (seratus Juta rupiah)

dan paling banyuk Rp 500.000.000,00 (ima ratus juta
ruptah). |
(2) Tindak pidana schagaimana dimaksud  dalam ayat (1)

merupakan tindak pidana kejahatan,

BAB XIiI
KIETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Pegawai negeri SIpil mempunyai hak dan Kebebasan untuk

berserikat.
(2) Hak dan kebebasan berserikat schagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) pelaksanaannya  dintur denpan undang-
undang tersendiri,

BADB X1V

KETENTUAN PERALIIIAN
>asal 45
(1} Pada saat diundangkannya undang-undang i serika
pekerjasserikat burah, federasi dan konfederasi serika

pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor buki

pencatatan harus memberitahukan untuk diberi nomor

bukti pencatatar; yang  baru  scsuai dengan ketentuan

undang-undang . .
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indang-undang in selambin-tambatnyy A[ (Satu) Lahun
terhitung scjak muliy berlakunya wdang-undang, .

(2) Dalam Jangka wak g (sati)  tahan terhntung THI
undang-undang ini mulai berlaku, serika Pekerj/serikat
burih, federasi din konlfederas serikat pekerja/seribg
buruh yang tidak meayesuaikan dirt dengan ketentung
undang-undang  ini diamggap  tidak mempunyai nomor

bukti pencatatan,

Pasal 46
Pemberitahuan pembenwikan serikal pekerja/serikat burul,
federasi dan konfuderasi serika pekerja/serikal buruh yiany,
telah diajukan, tetapi pemberitahuan tersebut belum ‘SC]L‘SEIi
diproses saat undang-undang ini mulaj berlaku, harus diproscs

menurut ketentuan undang-undang ini,

BAB XV
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Undang-undang ini mulaj berlaku pada wneeal diundangkan,
& o

Apar
Bar .
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Agar scliap orang mengetalininya, memeringihkan
[«]

pengundangan undang-undang  inj dengan pencmpatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disabkan i Jakarta

- padatanggal 4 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONI:SIA,
Hd.

ABDURRATMAN WAHID

Diundangkan di Jakarla

pada tanggal 4 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONIESIA,
(td.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAI KABINET RI

; f‘; n KL[)dl l Buo I’ualumn
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONIESIA
NOMOR 21 TAMHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKIERJA/SERTKAT I‘SURUII

UMUM

Pekerja/burul sebagai warga negara mempuayai persamaan kedudukan dalam
hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan vang layak,
mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serte mendivikan

dian menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh,

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat burah merupakan hak  asasi
pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasay
1945. Unwk mewujudkan hak tersebut, kepada sctiap pekerja/buruh harus
diberikan kesempatan yang scluas-luasuya mendivikan dun menjadi angeota
serikat pekerja/scrikal buruh. Scrilcﬁt pekerjasserikac buruh berfungsi sebagai
sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan
meningkatkan késc_iahlcr:mn pekerja/buraly  dan kehiarganya,  Datam
menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawah untuk
menjamin kepentingan yang lebih Juas yaitu kepentingan bangsa dan negira.
Oleh karena itu, penggunaan hak tersebu dilaksanakan datam kerangka

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,

Hak Dberserikat bagi pekerjafburuh,  sebagaimana distur dalam Konvensi
International  Labour  Organization (ILO) Nomor 87 tentang  Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi 1LO
Nomor 98 mengenai Berlakunya  Dasar-dasar Daripada  Hak  Untuk
Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudal divatifikasi olel Indenesia
menjadi bagian daci peraturan perundpng-nodangan nasional

Namun, ...

—rr—
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Namun, selama ini belum ada peraturan yang sccara khusus Mmengatir
peliksanaan hak bereserikat bagi pekerja/burah schingga serika pekerja/serikin
buruh belum dapat melaksanakan Funpsiya secara maksimal. Konvensi .o
yang dimaksud menjamin hak berserikat pepaw neper sipil, (elapi karenn

fungsinya schagai pelayan masyarakat pelaksaman hak i diatur ersendiri,

Peker/buruh mervpakan mita ku:j'n peagusalie yang sinpat penting dadam
proses produksi dalam rangka meningkatkan kescjahterann pekerja/buruly dan
keluarganya,  menjamin kelangsungan  perusabaan,  dan meninghatkan
kesejahleraan masyarakat Indoncsia pada umumnya. Schubungan dengan hal
iu, serikat pekerja/serikat I)Ll!'llh.IHCI'U})ZII(;II\ saramic untuk memperjuangkan
kepentingan  pekerja/burah dan  menciptakan hubungan indusiria yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Olel karena ite, pekerjasburuhy dan
serikat  pekerja/serikat buruh harus  memiliki s inggung 'i:lwaa’h atas
kelangsungan perusahaan dan schiliknyn pengusaha harus memperhakukan

pekerja/buruly scbagai mitra sesuni dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

Masyarakal pekerja/buruh, serikat wekerfa/serikat buraly, dan penpusaha di
J . peng
Indonesia merupakan bagian dari. masyarakal dunia yang sedang menuju cra
pasar bebas.  Untuk menghadapi hal terscbut, semua pelaku dalam proses
produksi perlu bersata dan menumbuhkembangkan  sikap profesional. ]2
samping itu, pekerja/burul dan serikat pekerja/serikat buruh periu menyadari
pentinginya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya

“dalam membangun bangsa dan negara,

Serikal pekerja/serikat  buruh didirikan  sccara bebas,  terbuka, mandiri,
demokralis, dan bertanggung jawab ofeh pekerja/buruh untuk memperjuangkan

- kepentingan pekerja/burub dan keluarpanya.

K Dalam ..
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Datam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama
yang berbeda seperti anlara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh,
organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan

undang-undang ini.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Meskipun serikat pekerja/serikat buruh bebas menentukan asas
organisasinya,  scrikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  bolel
menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 karena Pancasila sebagai dasar negara dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

- Bebas ialah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak di bawah pengarul
atau tekanan dari pihak lain;

- Terbuka ...
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- Terbuka ialah bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dalam menerima anggota
danfatau  memperjuangkan kepentingan  pekerja/buruh - tidak
membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin;

- Mandiri ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan
mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak
dikendalikan ofeh pihak lain di luar organisasi;

- Demokratis ialah bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan
pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban
organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi;

- Bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serika't buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung

Jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas

Avyat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan lembaga kerjasama di bidang
ketenagakerjaan, misalnya Lembaga Kerjasama Bipartit,
Lembaga Kerjasama Tripartit dan lembaga-lembaga lain yang
bersifat tripartit seperti Dewan Pelatihan Kerja Nasional,

Dewan Keselamatan Kerja, atau Dewan Penelitian Pengupahan,

Pada ...
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Pada lembaga-lembaga (ersebut di atas dibahas kebijakan yang

berkaitan dengan ketenagakerjaan/perburuhan.

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

‘ Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

8 Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah
gabungan beberapa serikat pekerja/serikat buruh baik berdasarkan sektor
usaha, antarsektor usaha sejenis atau tidak, jenis pekerjaan atau bentuk

lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 7
Cukup jelas
" , Pasal 8 ...
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g dimaksud dengan penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh,
rasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan wilayah

erintahan yaitu tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usaha jasa.
Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan sektor
usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil bergabung
dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil lainnya, atau
scrikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan bergabung
dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan

lainnya.

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk
berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat pekerja/serikat buruh tukang

las atau serikat pekerja/serikat buruh pengemudi.

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh bentuk lain adalah
suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk tidak berdasarkén satu
sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya
pekerja/buruh  di perusahaan roti, pekerja/buruh di perusahaan batik,
dan pekerja/buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/buruh pembantu
rumah tangga,  para pekerja/buruh yang bersangkutan bergabung

membentuk satu serikat pekerjasserikat buruh.

Pasal 11 ...



FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 .

Pasal 11

Serikat pekerja/serikat  buruh yang menjadi zinggota federasi serikat
pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga federasi serikat pekerja/serikat buruh, demikian Juga federasi yang
menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan
anggaran dasar dan anggaran rulnah. tangga konfederasi serikat pekerja/serikal

buruh.

Pasal 12

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikal
buruh  dibentuk: untuk meningkatkan kesejaliteraan dan perlindungan bagi
kaum pekerja/buruh  beserta keluarganya.  Oleh  karena i, scrikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
tidak boleh membatasi dirinya hanya untuk kelompok-kelompok

pekerja/buruh tertentu saja.

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam  pernyataan tertulis yang dibuatnya, pekerja/buruh dapat
menyatakan bahwa yang bersangkutan sama sckali tidak memilih di antara

serikat pekerja/serikat buruh yang ada.

i Pasal 15 ...
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Pasal 15

Jabatan tertentu yang dimaksud dalam pasa) ini, misalnya manajer sumber

daya manusia, manajer keuangan, atau manajer personalia sebagaimana yang

disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 16

‘ Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1) |
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
: Tanggung jawab dalam ayat ini meliputi seturuh kewajiban yang belum

diselesaikan oleh pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh

yang bersangkutan termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

.Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA N

- ) -

Pasai 21 !
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

* Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a

‘, : Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk

usaha lain.

| - T Huruf e ...
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Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam pasal ini, adalah
membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam
beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga

dapat melaksanakan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 30
. Cukup jelas

Pasai 31

Cukup jelas

gL Pasal 32 ...
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Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
'Cukup jelas

Pasal 37
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Walaupun pihak—pihﬁk lain di Juar pekerja/buruh tidak dapat
membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh hal ini tidak dapat berlaku secara mutlak
karena kepentingan negara harus tetap dilindungi. Oleh sebab itu,
undang-undang ini memberi kewenangan kepada pengadilan untuk
membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh dengan syarat-syarat tertentu.

X Pasal 38 ...
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Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
| Yang dirhaksud dengan kej-ahatan terhadap keamanan negara adalah
kejahatan sebagaimana dimaksud pada Buku II Bab I Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lama hukuman yang tidak sama dalam ayat ini
misalnya terdapat 5 pelaku tindak pidana yang masing-masing dijatubi
penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, maka yang

memenuhi syarat adalah putusan yang 5 dan 6 tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
- Ayat(l)
: Yang dimaksud dengan tidak melepaskan para pengurus dari tanggung
‘jawabnya misalnya membayar dan menagih hutang piutang dan tanggung
jawab administratif misalnya menyelesaikan pembukuan atau dokumen

organisasi.

Ayat (2) ...

o
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun-1951 tentang  Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari

Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Pasal 41
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 42
Ayat (1)
Pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh  tidak berarti serikat
pekerja/serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh tersebut bubar, tetapi kehilangan haknya sebagaimana diatur dalam

Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c.

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
memberitahukan pencabutan nomor bukti pencatatan kepada mitra kerja
serikat pekerja/serikat  buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Setelah serikat pekerja/serikat buruh memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat
(2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 31 maka
nomor bukti pencatatan yang diberlakukan adalah nomor bukti pencatatan

yang lama.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

‘ Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
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